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Abstrak: Kedaulatan Negara harus dijaga dan dipertahankan oleh seluruh komponen 
bangsa dengan segala kemampuan. Ancaman dan gangguan baik yang berasal dari 
luar mahupun dalam yang dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara harus 
ditumpas. Hukum Islam mewajibkan umat Islam untuk mempertahankan kedaulatan 
negara hal ini berdasarkan perintah Allah di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
PENDAHULUAN
Setiap bangsa berusaha menjaga keutuhan negaranya dari rongrongan dan ancaman 
yang bisa meruntuhkan kedaulatan negara tersebut. Rongrongan dan ancaman bisa 
saja muncul dari dalam maupun dari luar. Masing-masing negara mempunyai strategi 
tersendiri untuk mempertahankan keutuhan negara, seperti Indonesia dan Malaysia 
memperkenalkan konsep ketahanan nasional. Indonesia, misalnya, memandang 
ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan 
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional 
di dalam menghadapi dan mengatasi ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan 
gangguan) baik langsung, tidak langsung dari dalam mahupun dari luar yang 
membahayakan, integrasi, idenditas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta 
perjuangan mengejar tujuan Negara.
Indonesia dan Malaysia sebagai negara sedang berkembang (developing countries) 
yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam, tentu saja harus mampu 
membangun konsep ketahanan nasional tidak hanya berasal dari nilai-nilai budaya 
semata tetapi dapat juga mengambil dari doktrin ajaran Islam. Memang harus diakui 
bahawa di kalangan ilmuwan Islam terdapat perbezaan dalam memahami hubungan 
agama dan negara. Ada yang berpendapat bahawa hubungan Islam dan negara menyatu 
(integrated paradigm). Pendapat yang lain menyatakan bahawa hubungan agama dan 
negara secara simbiotik (symbiotic paradigm) yakni hubungan timbal-balik dan saling 
memerlukan. Di sisi lain, lain ada pendapat yang mengatakan bahawa agama dan 
negara harus dipisahkan (secularistic paradigm) (Eddy Asnawi, 2013, hlm. 24-36). 
Pemikiran-pemikiran ini muncul setelah berakhirnya sistem khalifahan di dunia Islam.
Perbezaan ini tidak boleh memalingkan kita untuk menafikan nilai-nilai ajaran Islam 
dalam mengisi konsep-konsep strategis dalam membangun negara terutama dalam 
membangun kedaulatan negara . 
Nilai ajaran Islam tentu saja berasal dan harus mengacu kepada al-Quran dan Sunnah 
Rasulullah karena al-Quran sebagai sumber utama dan Sunnah sebagai sumber kedua 
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Syaria’sh (Abdur Rahman I. Doi, 2003, hlm. 29). Setelah dielaborasi, kedua sumber ini 
menekankan pentingnya menjaga keutuhan negara dari ancaman yang membahayakan 
integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Islam menekankan persatuan 
dengan menghindari perpecahan, memerangi musuh yang menyerang kedaulatan 
negara, melarang pemberontakan. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, makalah ini mencuba untuk membahas tentang 
mempertahankan kedaulatan negara dari perspektif hukum Islam.8 
PEMBAHASAN
Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara
Kedaulatan negara tak terlepas dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional hanya 
dapat terwujud kalau meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita 
namakan aspek sosial kehidupan, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya 
dan Hankam. Juga meliputi aspek alam, iaitu geografi, penduduk dan kekayaan 
alam. Di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasioanal seluruh segi kehidupan bangsa 
dinamakan Astra Gatra, terdiri dari Panca Gatra (social) dan Tri Gatra (Alam). 
Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan peranannya dalam 
perwujudan Kesejahteraan dan Keamanan.
Namun, ada beberapa ancaman yang dianggap laten yang bisa memporak-perandakan 
kedaulatan suatu negara seperti penjajahan suatu negara oleh negara. Model ini 
boleh dikatakan telah berakhir pada abad ke-20. Tetapi, penjajahan pemikiran dan 
ekonomi adalah penjajahan moden yang sangat membahayakan. Model ini bisa saja 
terjadi di mana-mana sebagaimana yang sedang terjadi di Timur Tengah yang dikenal 
dengan Arab Spring. Sebagai contoh dari pengaruh yang datang dari luar dan dapat 
mengancam ketahanan nasional iaitu hegemoni negara adikuasa yang memaksakan 
kehendaknya dalam mengendalikan arah keijakan negara lain. Tujuan utamanya 
adalah antara lain untuk menguasai kekayaan alam seperti sumber daya energi karena 
semakin berkurangnya sumber daya energi di dunia. Kegiatan ini boleh dikatakan 
sebagai kolonialisasi baru. Bila kita mencermati kelangkaan energi yang terjadi saat 
ini dapat menjadi sebuah ancaman yang serius bagi Indonesia dan Malaysia di masa 
yang akan datang. Dikatakan demikian karena kedua negara ini memiliki sumber daya 
alam (natural resources) yang kaya. Tentu saja kekayaan ini menjadi memancing 
keinginan negara-negara lain untuk menguasainya. 
Hal lain yang menjadi ancaman adalah pertikaian dan perpecahan di kalangan elite 
politik yang kemudian melibatkan para pengikut sehingga terjadi konflik horizontal. 
Sejarah telah membuktikan bahawa pertikaian ini memunculkan gerakan sempalan 
bahkan kepada tingkat pemberontakan terhadap negara. Pemberontakan ini telah 
8 Hukum Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah hasil ijtihad para ulama dalam menggali 
hukum syara’ dari al-Qur’an dan Sunnah. Lihat, Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstual-
isasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 3
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memakan sekian banyak korban baik dari pihak pemberontak mahupun dari 
pihak negara. Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, PPRI/Permesta mahupun 
pemberontakan yang bersifat kedaerahan seperti di Aceh, Ambon, dan Papua telah 
merosak sendi-sendi keamanan bangsa dan mengancam kedaulatan negara.
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan ini, kita memerlukan keamanan nasional 
yang mendukung suasana kondusif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. 
Keamanan nasional meliputi keamanan individu, harta individu dan keluarganya; 
keamanan publik yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan penyelenggaraan 
pemerintah negara, pelayanan dan pengayoman terhadap rakyat dan masyarakat; 
keamanan internal yang menyangkut pemeliharaan keamanan dalam negeri meliputi 
seluruh perikehidupan rakyat, masyarakat, bangsa dan Negara; pertahanan nasional 
yang meliputi pemeliharaan keamanan kemerdekaan bangsa, kedaulatan Negara, 
keutuhan wilayah Negara dan keamanan vital national interest pada umumnya.
Perspektif Hukum Islam
Setiap orang berhak melakukan pembelaan terhadap sebuah negara di mana seseorang 
berada. Sebab negara merupakan tempat tinggal seseorang atau rakyat dalam mencari 
nafkah, menjalankan ibadah dengan baik sesuai kepercayaan masing-masing, 
membangun rumah tanggah yang sakinah, mawaddah dan warahmah,  membangun 
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menciptakan keadilan, kesejahteraan dan 
kemakmuran, menegakkan amal kebaikan dan mencegah kejahatan, menjalankan roda 
pemerintahan yang demokratis, menegakkan supremasi hukum dan lain sebagainya.
Semua kondisi di atas hanya bisa dicapai jika suatu negara dapat berdaulat tanpa 
ada gangguan, baik dari dalam mahupun dari luar. Dalam rangka mempertahankan 
kedaulatan negara dari ancaman dan gangguan baik yang datang dari luar mahupun 
dalam, Islam menetapkan sebagai suatu kewajiban. Menurut pendapat Muhammad Abu 
Zahrah bahwa mempertahankan negara adalah wajib bagi setiap Muslim. Kewajiban 
ini bisa saja fardu ain atau kifayah tergantung kepada bentuk ancaman yang dihadapi. 
Di sisi lain, Abdul Muin Salim menyatakan bahawa haram apabila ada usaha untuk 
membuat suasana tidak stabil dalam sebuah negara yang aman. Pendapat para ulama 
ini berdasarkan tunjukan ayat mahupun sunnah yang menyuruh untuk mengenyahkan 
kebathilan dan kedholiman, bahkan pada tingkat tertentu kebathilan dan kedholiman 
boleh dilawan dengan menggunakan senjata iaitu perang. Prinsip perang dalam Islam 
bersifat defensif dan tidak melampaui batas. 
Kalau kita amati QS, 2: 190; “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang 
memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas.” Sungguh, Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perintah ini dilaksanakan ketika kaum 
Muslimin diserang iaitu dalam rangka mempertahankan diri. Dalam perang, kaum 
Muslimin dilarang melanggar berbagai-bagai ketentuan, seperti membunuh anak-
anak, orang lemah yang tidak berdaya, orang yang telah sangat tua, wanita-wanita 
yang tidak ikut berperang, orang yang telah menyerah dan para pendeta.9
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid 1 (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-
Qur’an Departemen Agama, 2009), hal. 286-288
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Islam mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman. Ajaran dan nilainya 
yang luhur dalam bentuk cinta, kasih, tolong-menolong, keutamaan, pengorbanan 
kepentingan sendiri dapat menciptakan kelembutan hidup dan mendekatkan hati serta 
mempersaudarakan sesama manusia (Sayyid Sabiq, 2006, hlm. 499).
Prinsip Islam menjadikan hubungan antarpersonal dan kelompok, bahkan antar negara 
sebagai hubungan damai dan aman. Tidak ada beda hubungan antara sesama Muslim 
dengan hubungan mereka terhadap non Muslim dalam negara. Semuanya menjadi satu 
dalam rangka pertahanan dan bela negara.
Perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan Islam dalam jiwa setiap orang 
secara mendalam sehingga menjadi bagian dari keperibadian dan aqidah mereka. 
Sejak awal Islam mengumandangkan perdamaian ke segenap penjuru dunia seraya 
menetapkan jalan hidup yang bijaksana agar arti haqiqi kemanusiaan dapat ditegakkan 
(Sayyid Sabiq, 2006, hlm. 497).
Islam menginginkan perdamaian di seluruh negara yang terdapat di muka bumi. Islam 
tidak menghendaki penjajahan, penindasan dan perusakan tanpa ada dasar dan alasan 
menurut syariat. Negara harus dibangun dengan kedamaian melalui penegakan hokum, 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
Dalam rangka mempertahankan kedamaian dan menghadapi gangguan musuh, maka 
Islam membolehkan melakukan peperangan terhadap siapa saja yang berupaya 
menodai dan merusak ketenteraman dan keamanan suatu wilayah atau Negara. Hal ini 
dinyatakan pada surah al-Baqorah ayat 191: “Dan janganlah kamu memerangi mereka 
di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka 
memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi 
orang-orang kafir”.
Selanjutnya, Islam membolehkan untuk menumpas gerakan yang mengancam 
keamanan negara yang berasal dari dalam seperti gerakan separatis. Kelompok yang 
melawan pemerintah ini apabila mempunyai kekuatan dan bersenjata dinamai dengan 
bughat.10 Allah mengisyaratkan untuk memerangi para bughat, tetapi mereka dapat 
diampuni apabila mereka tidak lagi melakukan pembangkangan.11 Sebahagian ulama 
mengatakan ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum memerangi bughat. 
Pertama, utus para perunding untuk mengajak mereka mundur dari pembangkangan. 
Apabila pendekatan pertama tidak berhasil, panggil mereka menghadap pemimpin 
untuk bermusyawarah. Apabila langkah ke dua ini tidak menyurutkan mereka untuk 
melakukan makar, maka negara dapat menumpas mereka. 
Setidaknya ada dua argumentasi yang dapat dikemukakan tentang kewajiban 
mempertahankan kedaulatan negara. Pertama, Allah menyuruh umat Islam untuk 
berjihad dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan baik dengan fikiran, harta, 
mahupun jiwa. Umat Islam harus memiliki memiliki kecerdasan intelektual sehingga 
bisa menciptakan strategi yang baik untuk dapat menjaga kedaulatan negara. Di 
10  Di dalam KUHP dikenal dengan istilah makar.
11  Lihat al-Qur’an, 49:9
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samping itu, umat juga dituntut untuk mahu menginfakkan harta dan mengorbankan 
jiwanya jika diperlukan untuk mempertahankan negara sebagaimana yang sudah 
dilakukan para sahabat dan tabiin serta apa yang sudah dilakukan oleh umat ketika 
saat memperjuangkan kemerdekaan.   
Kedua, Islam menyuruh manusia untuk melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. 
Apa pun aktivitas yang merongrong kedaulatan negara harus dicegah dengan berbagai 
usaha yang dimulai dari persuasip sampai dengan tindakan militer karena tindakan 
yang mengancam dan merongrong kedaulatan negara adalah perbuatan mungkar. 
Sejarah perjalanan daulah islamiah sejak masa Rasul sampai pada khalifah setelahnya 
senantiasa menjaga kedaulatan daulah dari rongrongan dan ancaman baik dari pihak 
luar mahupun dari dalam. Rasul  memerangi orang-orang yang memerangi umat Islam. 
Hal ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa peperangan di masa Rasul seperti 
perang Badr, Uhud dan Khandak. Peperangan terjadi karena musuh telah melakukan 
penyerangan terhadap kaum Muslimin dalam rangka untuk menghancurkan daulah 
Islamiyah. Begitu juga di masa Abu Bakar, beliau memerangi kelompok yang tidak 
taat kepada peraturan negara di mana pada masa itu ada sekelompok umat tidak mahu 
membayar zakat.
Bahkan, dalam memperkuat pertahanan dalam negeri, Rasul menghimpun seluruh 
komponen masyarakat untuk mempertahankan negara sebagaimana yang terangkum 
dalam piagam Madinah. Dalam piagam ini diatur hubungan kemasyarakatan antara 
komunitas untuk mempersatukan penduduk Madinah (H.A.R. Gibb, 1949, hlm. 4). 
Aturan-aturan yang dibuat pada piagam tidak hanya untuk kepentingan kaum Muslimin, 
melainkan untuk kepentingan non Muslim di mana seluruh masyarakat saling bahu 
membahu untuk kepentingan negara Madinah terutama dalam menghadapi ancaman 
musuh (J. Suyuthi Pulungan, 1996, hlm. 240). Pada pasal 37 dari piagam ini dinyatakan 
bahawa kaum Muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi musuh 
dan tidak boleh berkhianat (Ahmad Sukardja, 1995, hlm. 56).
PENUTUP
Kelangsungan eksistensi suatu negara tergantung kepada kemampuan bangsa untuk 
mempertahankan kedaulatan negara tersebut dari ancaman dan rongrongan baik dari 
dalam mahupun luar. Seluruh komponen bangsa harus bersatu dan mahu berkorban 
baik harta mahupun jiwa dan menjaga kedaulatan Negara. Islam mewajibkan kaum 
Muslimin untuk membela negara di mana pemerintahan negara tersebut berlaku adil 
dan berbuat baik terhadap umat Islam. Hal ini dilakukan demi kelangsungan kehidupan 
umat Islam
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